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Abstract. This research discusses the planning, implementation and evaluation of educational policies at MTs
PAB 2 Sampali as an integral part of efforts to improve the quality of secondary education. Qualitative methods
were used with interviews, observation and document analysis. Madrasa heads were the main respondents,
ensuring an in-depth understanding of the dynamics of policy implementation. 1) Policy planning begins with
identifying needs and challenges involving analysis of student achievement, facilities and curriculum
development. Consultation and participation of stakeholders, including teachers, parents and students, is the next
step. Goals and objectives are set with a focus on improving achievement, strengthening the curriculum, and
student participation. 2) The implementation process begins with careful planning, communication and
socialization of policies to stakeholders, training and professional development for teachers, full implementation
of policies, and ongoing evaluation. Positive impacts can be seen in increasing student achievement, student
participation in extracurricular activities, and parental involvement. However, limited resources and resistance
to change are challenges that need to be overcome. 3) This research provides a positive picture of MTs PAB 2
Sampali's efforts to improve the quality of education through policy planning, implementation and evaluation.
Even though challenges exist, a commitment to continuous improvement can make this institution an inspiring
example in planning education policies that have a positive impact.
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Abstrak. Penelitian ini membahas perencanaan, implementasi, dan evaluasi kebijakan pendidikan di MTs PAB 2
Sampali sebagai bagian integral dari upaya meningkatkan mutu pendidikan menengah. Metode kualitatif
digunakan dengan wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Kepala madrasah menjadi responden utama,
memastikan pemahaman mendalam tentang dinamika implementasi kebijakan. 1) Perencanaan kebijakan diawali
dengan identifikasi kebutuhan dan tantangan melibatkan analisis prestasi siswa, fasilitas, dan pengembangan
kurikulum. Konsultasi dan partisipasi pemangku kepentingan, termasuk guru, orang tua, dan siswa, menjadi
langkah berikutnya. Tujuan dan sasaran ditetapkan dengan fokus pada peningkatan prestasi, penguatan kurikulum,
dan partisipasi siswa. 2) Proses implementasi diawali dengan perencanaan yang matang, komunikasi dan
sosialisasi kebijakan kepada pemangku kepentingan, pelatihan dan pengembangan profesional bagi guru,
pelaksanaan penuh kebijakan, dan evaluasi berkelanjutan. Dampak positif terlihat dalam peningkatan prestasi
siswa, partisipasi siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler, dan keterlibatan orang tua. Meskipun demikian,
keterbatasan sumber daya dan resistensi terhadap perubahan menjadi tantangan yang perlu diatasi. 3) Penelitian
ini memberikan gambaran positif tentang upaya MTs PAB 2 Sampali dalam meningkatkan mutu pendidikan
melalui perencanaan, implementasi, dan evaluasi kebijakan. Meskipun tantangan hadir, komitmen terhadap
perbaikan berkelanjutan dapat menjadikan lembaga ini sebagai contoh inspiratif dalam perencanaan kebijakan
pendidikan yang berdampak positif.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan Pendidikan

LATAR BELAKANG

Pendidikan memiliki peran sentral dalam membentuk masyarakat yang berkualitas dan
berdaya saing. Di tengah dinamika globalisasi dan perkembangan teknologi, kebijakan
pendidikan menjadi instrumen krusial dalam memastikan lembaga pendidikan dapat memenuhi
tuntutan zaman. Madrasah Tsanawiyah (MTs) PAB 2 Sampali, sebagai bagian dari sistem

pendidikan di Indonesia, juga tidak lepas dari kompleksitas dan tantangan tersebut. Oleh karena
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itu, latar belakang implementasi kebijakan pendidikan di MTs PAB 2 Sampali perlu dipahami
secara mendalam untuk mengidentifikasi dinamika, tantangan, dan potensi dalam
meningkatkan mutu pendidikan di lembaga tersebut.

MTs PAB 2 Sampali merupakan lembaga pendidikan tingkat menengah pertama yang
berfokus pada pendidikan Islam. Terletak di Sampali, lembaga ini tidak hanya bertugas
mengajar aspek-aspek keagamaan tetapi juga memberikan landasan pendidikan umum sesuai
dengan kurikulum nasional. Keberadaan MTs PAB 2 Sampali menjadi bagian integral dari
upaya pemerintah untuk menyediakan pendidikan berkualitas dengan nilai-nilai keislaman
yang kuat.

Sampali, sebagai lingkungan tempat MTs PAB 2 berada, memiliki ciri khas dan
tantangan tersendiri. Kondisi sosial, ekonomi, dan budaya di Sampali dapat memengaruhi
implementasi kebijakan pendidikan di MTs tersebut. Faktor-faktor seperti tingkat ekonomi
masyarakat, tingkat partisipasi orang tua dalam pendidikan, dan karakteristik siswa menjadi
elemen penting dalam merancang dan melaksanakan kebijakan pendidikan yang sesuai dengan
konteks lokal.

Implementasi kebijakan pendidikan di MTs PAB 2 Sampali tidak dapat dipisahkan dari
kerangka kebijakan pendidikan nasional. Kurikulum nasional, pedoman evaluasi, dan inisiatif
pemerintah dalam peningkatan kualitas pendidikan menjadi acuan utama. Selain itu, MTs PAB
2 Sampali juga dapat memiliki kebijakan internal yang disesuaikan dengan karakteristik dan
visi misi lembaga.

Perubahan paradigma pendidikan yang terjadi baik secara global maupun di Indonesia
turut mempengaruhi MTs PAB 2 Sampali. Pergeseran dari pendidikan konvensional ke
pendidikan yang lebih inklusif, kreatif, dan teknologi-berbasis menjadi tantangan tersendiri.
Bagaimana MTs PAB 2 Sampali merespons perubahan ini dapat mencerminkan sejauh mana
mereka mampu beradaptasi dengan kebutuhan dan harapan peserta didik di era modern.

Pemangku kepentingan, termasuk guru, orang tua, komite sekolah, dan masyarakat
setempat, memegang peranan vital dalam implementasi kebijakan pendidikan di MTs PAB 2
Sampali. Kolaborasi yang baik antara semua pihak dapat menjadi pendorong utama
keberhasilan kebijakan. Bagaimana mekanisme keterlibatan pemangku kepentingan
diintegrasikan dalam implementasi kebijakan akan mencerminkan tingkat dukungan dan
keberlanjutan perubahan dalam lembaga pendidikan.(Lukitasari et al., 2017)

Ketika merancang dan mengimplementasikan kebijakan pendidikan, MTs PAB 2
Sampali perlu memastikan bahwa pendekatan mereka relevan dengan tuntutan masa depan.

Bagaimana siswa siap menghadapi dunia pekerjaan, beradaptasi dengan perubahan, dan tetap
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memegang nilai-nilai keislaman menjadi pertimbangan esensial. Implementasi kebijakan harus
melibatkan persiapan siswa untuk menjadi individu yang kompeten dan berkontribusi dalam

masyarakat.

KAJIAN TEORITIS
Pengertian Implementasi Kebijakan Pendidikan

Implementasi kebijakan pendidikan merupakan serangkaian tindakan dan langkah yang
dilakukan untuk menjalankan atau menerapkan kebijakan-kebijakan yang telah dirumuskan.
Proses ini melibatkan sejumlah pihak, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, guru, siswa,
orang tua, dan pemangku kepentingan lainnya. Implementasi kebijakan pendidikan bukanlah
proses sekadar mengubah ide atau pernyataan dalam dokumen kebijakan menjadi kenyataan,
tetapi melibatkan serangkaian tindakan yang melibatkan, menggerakkan, dan mengubah
kondisi aktual dalam sistem pendidikan. (Solichin, 2015)

Kebijakan pendidikan biasanya dirumuskan sebagai suatu kerangka dasar yang
menggambarkan tujuan, strategi, dan norma-norma yang diinginkan dalam sistem pendidikan.
Kebijakan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari kurikulum, pengelolaan sekolah, hingga
pembiayaan pendidikan. Implementasi menjadi langkah berikutnya setelah perumusan
kebijakan ini.

Implementasi kebijakan pendidikan melibatkan konversi konsep dan ide dalam
kebijakan menjadi tindakan konkret di lapangan. Ini mencakup berbagai kegiatan seperti
pelatihan guru, pembelian sumber daya pembelajaran, perubahan kurikulum, dan
pengembangan infrastruktur pendidikan. Dalam hal ini, kebijakan yang hanya ada dalam
bentuk dokumen menjadi hidup melalui serangkaian langkah yang diambil oleh para pelaku
pendidikan.

Pengimplementasian kebijakan pendidikan melibatkan berbagai aktor yang berperan
dalam menentukan sejauh mana kebijakan tersebut berhasil. Para aktor ini meliputi pemerintah
sebagai pengambil kebijakan, lembaga pendidikan sebagai pelaksana, guru sebagai fasilitator
pembelajaran, siswa sebagai penerima, orang tua sebagai pendukung, dan masyarakat secara
keseluruhan. Kolaborasi dan koordinasi di antara mereka menjadi kunci keberhasilan
implementasi. (Nurwan, 2019)

Proses implementasi kebijakan pendidikan dimulai dari tahap perencanaan yang
matang. Pada tahap ini, pemerintah dan lembaga pendidikan perlu merinci langkah-langkah

yang akan diambil, alokasi sumber daya, serta menetapkan tujuan yang spesifik dan terukur.
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Perencanaan yang baik menjadi dasar untuk memastikan bahwa implementasi dapat berjalan
sesuai dengan rencana.

Meskipun memiliki rencana yang matang, implementasi kebijakan pendidikan
seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan. Tantangan ini bisa bersumber dari
ketidaksesuaian antara kebijakan yang dirumuskan dan keadaan lapangan, resistensi dari
pihak-pihak tertentu, atau kendala sumber daya seperti dana dan tenaga manusia. Bagaimana
para pelaku pendidikan mengatasi dan menanggapi tantangan ini menjadi penentu keberhasilan
implementasi.

Implementasi kebijakan pendidikan perlu mempertimbangkan dinamika dalam konteks
lokal. Setiap lembaga pendidikan memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda, dan
demikian juga dengan masyarakat di sekitarnya. Oleh karena itu, pendekatan yang kontekstual
dan responsif terhadap keadaan lokal sangat penting untuk memastikan keberhasilan
implementasi.

Evaluasi berperan sebagai alat penting dalam memantau dan menilai sejauh mana
kebijakan pendidikan telah diimplementasikan. Evaluasi ini dapat dilakukan secara berkala dan
melibatkan pemangku kepentingan, termasuk guru, siswa, orang tua, dan masyarakat. Hasil
evaluasi memberikan gambaran yang jelas tentang keberhasilan, kendala, dan potensi
perbaikan yang dapat dilakukan. (Hanafi, 2003)

Keterlibatan masyarakat menjadi faktor kunci dalam suksesnya implementasi kebijakan
pendidikan. Melibatkan orang tua dalam proses pendidikan, memperkuat hubungan antara
lembaga pendidikan dan komunitas lokal, serta mengakomodasi aspirasi dan kebutuhan
masyarakat menjadi strategi efektif dalam mencapai tujuan kebijakan.

Implementasi kebijakan pendidikan juga seringkali terkait dengan adaptasi terhadap
perubahan paradigma pendidikan. Pergeseran dari pendidikan tradisional ke pendidikan yang
lebih inklusif, kreatif, dan berbasis teknologi mengharuskan lembaga pendidikan untuk
memodifikasi metode dan strategi pembelajaran mereka.

Implementasi kebijakan pendidikan melibatkan proses yang kompleks, melibatkan
banyak pihak, dan terus beradaptasi dengan perubahan. Sebagai bagian integral dari
pembangunan sistem pendidikan, implementasi kebijakan tidak hanya tentang mengubah kata-
kata menjadi tindakan, tetapi juga tentang membentuk pola pikir, budaya, dan lingkungan
pembelajaran. Pemahaman yang holistik terhadap pengertian implementasi kebijakan
pendidikan membantu menciptakan landasan yang kuat untuk meningkatkan mutu pendidikan,
memberikan akses yang lebih baik bagi semua, dan mempersiapkan generasi mendatang

menghadapi tantangan masa depan. (Lukitasari et al., 2017)
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Proses Implementasi Kebijakan Pendidikan
Implementasi kebijakan pendidikan adalah suatu proses yang melibatkan langkah-
langkah konkret untuk menjalankan kebijakan yang telah dirumuskan. Dalam setiap tahapnya,
melibatkan berbagai pihak dan memerlukan perencanaan, koordinasi, serta evaluasi yang
matang. Pemahaman mendalam terhadap proses ini menjadi kunci untuk memastikan bahwa
tujuan kebijakan dapat tercapai dengan efektif dan berkelanjutan. (Rolos et al., 2022)
1. Perencanaan sebagai Fondasi Implementasi
Proses implementasi kebijakan pendidikan dimulai dari tahap perencanaan yang
matang. Pada tahap ini, pemerintah atau lembaga terkait merinci tujuan kebijakan,
sasaran Yyang ingin dicapai, serta langkah-langkah konkret yang diperlukan.
Perencanaan ini melibatkan analisis mendalam terhadap kondisi pendidikan saat ini,
identifikasi sumber daya yang dibutuhkan, dan pengembangan strategi pelaksanaan.
2. Komunikasi dan Sosialisasi Kebijakan
Langkah selanjutnya adalah mengkomunikasikan kebijakan kepada semua pihak yang
terlibat. Komunikasi ini tidak hanya sekadar menyampaikan informasi, tetapi juga
menciptakan pemahaman, mendapatkan dukungan, dan merespons pertanyaan atau
kekhawatiran yang mungkin muncul. Sosialisasi kebijakan kepada guru, orang tua,
siswa, dan masyarakat umumnya melibatkan pertemuan, seminar, atau distribusi materi
informasi.
3. Penguatan Kapasitas Institusi Pendidikan
Untuk memastikan implementasi kebijakan berjalan lancar, institusi pendidikan perlu
memperkuat kapasitasnya. Ini melibatkan pelatihan dan pembekalan bagi para guru,
staf sekolah, dan pihak terkait lainnya. Peningkatan kapasitas ini mencakup
pemahaman terhadap konsep kebijakan, penerapan metode pengajaran baru, dan
adaptasi terhadap perubahan kurikulum.
4. Pelaksanaan Kurikulum dan Metode Pengajaran Baru
Salah satu elemen sentral dalam implementasi kebijakan pendidikan adalah
pelaksanaan kurikulum baru atau metode pengajaran yang diusulkan. Guru memiliki
peran krusial dalam mengimplementasikan perubahan ini dalam keseharian
pembelajaran. Dengan menyelaraskan metode pengajaran dengan visi dan misi
kebijakan pendidikan, diharapkan siswa dapat menerima pembelajaran yang lebih
relevan dan efektif.



Implementasi Kebijakan Pendidikan di MTs PAB 2 Sampali

5. Monitoring dan Evaluasi Berkelanjutan

Proses monitoring dan evaluasi berkelanjutan adalah langkah kritis untuk menilai

sejauh mana kebijakan pendidikan diimplementasikan dengan baik. Pemerintah atau

lembaga terkait perlu memantau secara rutin perkembangan, tantangan, dan pencapaian
yang terjadi selama implementasi. Evaluasi dapat melibatkan indikator Kinerja, survei
kepuasan, dan tinjauan periodik terhadap proses pembelajaran.

Proses implementasi kebijakan pendidikan adalah perjalanan yang melibatkan banyak
tahapan, pemangku kepentingan, dan dinamika yang kompleks. Dari perencanaan yang matang
hingga evaluasi berkelanjutan, setiap langkah memiliki peran kritis dalam menjadikan
kebijakan pendidikan sebagai realitas yang berdampak nyata pada sistem pendidikan dan
generasi yang terlibat di dalamnya. Dengan pemahaman yang mendalam terhadap proses ini,
diharapkan kebijakan pendidikan dapat memberikan kontribusi positif yang signifikan bagi
perkembangan pendidikan secara keseluruhan. (Sulistyadi, 2014)

Prinsip dan Tahapan Implementasi Kebijakan Pendidikan

Implementasi kebijakan pendidikan melibatkan serangkaian prinsip dan tahapan yang
dirancang untuk mengubah ide-ide dalam kebijakan menjadi realitas di lapangan. Prinsip-
prinsip ini mencakup aspek-aspek kunci seperti partisipasi pemangku kepentingan,
adaptabilitas terhadap konteks lokal, dan fokus pada dampak nyata pada pembelajaran siswa.
Sementara itu, tahapan implementasi memberikan panduan dari perencanaan hingga evaluasi
berkelanjutan. Dalam pemahaman yang mendalam terhadap prinsip dan tahapan ini, kebijakan
pendidikan dapat dijalankan secara efektif untuk mencapai tujuan pendidikan yang lebih baik.
(Darma & Wulandari, 2022)

Prinsip Implementasi Kebijakan Pendidikan
1. Partisipatif dan Kolaboratif

Prinsip partisipatif menggarisbawahi pentingnya melibatkan semua pemangku

kepentingan dalam proses implementasi kebijakan pendidikan. Dari perumusan

kebijakan hingga evaluasi, partisipasi guru, orang tua, siswa, dan masyarakat menjadi
landasan penting. Kolaborasi yang kuat di antara semua pihak akan menciptakan
kebijakan yang lebih relevan, diterima, dan berdampak positif.

2. Adaptatif dan Responsif terhadap Konteks Lokal

Kebijakan pendidikan yang sukses harus dapat beradaptasi dengan konteks lokal.

Setiap lembaga pendidikan memiliki keunikan dan tantangan tersendiri. Oleh karena

itu, kebijakan pendidikan perlu dirancang agar dapat merespons dan menyesuaikan diri

dengan karakteristik masyarakat, budaya, dan kebutuhan unik dari setiap wilayah.
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3. Fokus pada Kualitas Pembelajaran
Prinsip utama dari implementasi kebijakan pendidikan adalah fokus pada kualitas
pembelajaran. Tujuan akhir dari setiap perubahan kebijakan adalah meningkatkan
pengalaman belajar siswa. Oleh karena itu, setiap langkah implementasi harus
diarahkan pada peningkatan metode pengajaran, penguatan kurikulum, dan penciptaan
lingkungan belajar yang memotivasi dan relevan.

4. Transparan dan Komunikatif
Prinsip transparansi dan komunikasi yang baik menjadi fondasi penting dalam
implementasi kebijakan pendidikan. Selama setiap tahapan, informasi terkait
kebijakan, langkah-langkah implementasi, dan kemajuan harus dapat diakses oleh
semua pihak terkait. Komunikasi yang baik membantu menciptakan pemahaman
bersama dan meminimalkan resistensi terhadap perubahan.

5. Keberlanjutan dan Daya Dukung Institusional
Keberlanjutan implementasi menjadi kunci keberhasilan jangka panjang. Prinsip ini
menekankan pentingnya memastikan bahwa setiap langkah implementasi dapat
diintegrasikan dalam operasional harian lembaga pendidikan. Dukungan institusional,
termasuk dukungan dana, pemeliharaan sarana, dan pengembangan kapasitas, harus
dijamin untuk memastikan kelangsungan kebijakan.

Tahapan Implementasi Kebijakan Pendidikan

1. Perencanaan
Tahap perencanaan menjadi awal dari implementasi kebijakan. Pada tahap ini,
pemerintah atau lembaga terkait harus merumuskan secara jelas tujuan kebijakan,
sasaran yang ingin dicapai, dan langkah-langkah konkret yang diperlukan. Ini
melibatkan identifikasi pemangku kepentingan, alokasi sumber daya, dan perancangan
strategi pelaksanaan.

2. Persiapan dan Pelatihan
Setelah perencanaan, tahapan persiapan dan pelatihan perlu dilakukan. Ini mencakup
pelatihan guru terkait perubahan kurikulum atau metode pengajaran baru, penyediaan
materi pembelajaran, dan pemenuhan sumber daya yang diperlukan. Persiapan ini
memastikan bahwa para pelaku pendidikan siap untuk mengimplementasikan
perubahan yang diinginkan. (Dewanti et al., 2022)

3. Komunikasi dan Sosialisasi
Langkah berikutnya adalah melakukan komunikasi dan sosialisasi kebijakan kepada

semua pemangku kepentingan. Penting untuk menyampaikan informasi secara jelas,
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menjawab pertanyaan atau kekhawatiran yang mungkin timbul, dan menciptakan
pemahaman bersama. Sosialisasi ini dapat melibatkan pertemuan, seminar, atau
distribusi materi informasi.
4. Pelaksanaan Secara Penuh
Jika uji coba berhasil, langkah berikutnya adalah melakukan pelaksanaan secara penuh.
Seluruh lembaga pendidikan atau tingkat pendidikan menerapkan kebijakan tersebut.
Fase ini membutuhkan koordinasi yang baik, pemantauan yang ketat, dan dukungan
yang berkelanjutan terhadap para pelaku pendidikan.
5. Monitoring dan Evaluasi Berkelanjutan
Proses monitoring dan evaluasi harus dilakukan secara berkelanjutan selama dan
setelah pelaksanaan penuh. Ini mencakup pemantauan terhadap pencapaian tujuan,
evaluasi terhadap proses implementasi, dan identifikasi kendala yang muncul. Hasil
evaluasi menjadi dasar untuk membuat penyesuaian dan perbaikan yang diperlukan.
Prinsip dan tahapan implementasi kebijakan pendidikan menjadi panduan esensial
untuk memastikan bahwa perubahan yang diinginkan dapat terjadi di tingkat lapangan. Dengan
berfokus pada partisipasi, adaptabilitas, dan dampak pembelajaran siswa, kebijakan pendidikan
dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan kualitas pendidikan secara
keseluruhan. Dalam menjalankan prinsip dan tahapan tersebut, pemerintah, lembaga
pendidikan, dan pemangku kepentingan lainnya dapat bersama-sama membentuk masa depan
pendidikan yang lebih baik. (Murniviyanti et al., 2022)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan menggunakan wawancara
mendalam, observasi, dan analisis dokumen sebagai metode pengumpulan data. Fokus utama
penelitian adalah kepala madrasah sebagai responden utama. Proses pengumpulan data
dilakukan secara cermat untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang dinamika
implementasi kebijakan di MTs PAB 2 Sampali.

Dalam menggunakan wawancara mendalam, penelitian ini melibatkan kepala madrasah
untuk mendapatkan pandangan yang lebih terperinci tentang proses implementasi kebijakan.
Wawancara ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi sudut pandang dan pengalaman
langsung dari pemimpin madrasah, memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang faktor-
faktor yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan.
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Observasi menjadi metode tambahan yang sangat relevan untuk memahami secara
langsung bagaimana kebijakan diterapkan dalam konteks sehari-hari di MTs PAB 2 Sampali.
Peneliti dapat mengamati interaksi antara staf sekolah, siswa, dan pemangku kepentingan
lainnya, serta mengidentifikasi potensi hambatan atau keberhasilan dalam implementasi
kebijakan.

Selain itu, analisis dokumen melibatkan penelusuran kebijakan yang tertulis, rencana
tindak, dan dokumen lain yang relevan. Hal ini memungkinkan peneliti untuk memeriksa
secara rinci panduan resmi dan dokumentasi terkait lainnya, memberikan kerangka kerja

konseptual yang diperlukan untuk memahami konteks implementasi kebijakan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Perencanaan Kebijakan Pendidikan di MTs PAB 2 Sampali
Perencanaan kebijakan pendidikan di MTs PAB 2 Sampali merupakan bagian integral
dari upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan di tingkat menengah. Penelitian ini bertujuan
untuk menganalisis proses perencanaan kebijakan pendidikan yang telah dijalankan di MTs
PAB 2 Sampali, serta membahas dampak dan tantangan yang dihadapi dalam
implementasinya.Proses Perencanaan Kebijakan Pendidikan di MTs PAB 2 Sampali adalah
sebagai berikut:
1. Identifikasi Kebutuhan dan Tantangan
Proses perencanaan diawali dengan identifikasi kebutuhan dan tantangan yang dihadapi
oleh lembaga. Ini melibatkan analisis terhadap prestasi siswa, kecukupan fasilitas, dan
potensi pengembangan kurikulum.
2. Konsultasi dan Partisipasi Pemangku Kepentingan
MTs PAB 2 Sampali mengadakan konsultasi dan partisipasi pemangku kepentingan
dalam menentukan arah kebijakan. Guru, orang tua, dan siswa dilibatkan untuk
memberikan masukan dan mendukung proses perencanaan.
3. Penetapan Tujuan dan Sasaran
Berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan, lembaga menetapkan tujuan dan sasaran yang
jelas. Fokus diberikan pada peningkatan prestasi akademis, penguatan kurikulum, dan
peningkatan partisipasi siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler.
4. Penyusunan Rencana Aksi
Rencana aksi diatur dengan merinci langkah-langkah konkret yang akan diambil untuk

mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Ini mencakup perubahan dalam
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metode pengajaran, pengadaan sumber daya pembelajaran, dan pelaksanaan kegiatan

ekstrakurikuler.

5. Alokasi Sumber Daya

Proses perencanaan melibatkan alokasi sumber daya yang memadai. MTs PAB 2

Sampali melakukan evaluasi terhadap anggaran yang dimiliki untuk memastikan bahwa

kebijakan yang direncanakan dapat diimplementasikan secara efektif.

Proses perencanaan kebijakan di MTs PAB 2 Sampali memberikan gambaran positif
terhadap upaya peningkatan mutu pendidikan. Identifikasi kebutuhan dan partisipasi pemangku
kepentingan menjadi langkah awal yang penting, sementara penetapan tujuan yang jelas dan
rencana aksi konkret membantu mengarahkan implementasi kebijakan.

Dampak positif terlihat dalam peningkatan prestasi siswa dan partisipasi mereka dalam
kegiatan ekstrakurikuler. Peningkatan keterlibatan orang tua juga menciptakan lingkungan
pendidikan yang lebih terbuka dan mendukung. Penguatan infrastruktur pendidikan sebagai
hasil dari perencanaan yang matang memberikan dukungan fisik bagi proses pembelajaran.

Meskipun demikian, tantangan terkait keterbatasan sumber daya dan resistensi terhadap
perubahan perlu mendapatkan perhatian serius. Strategi pengelolaan sumber daya yang lebih
efisien dan pendekatan komunikasi yang lebih persuasif dapat membantu mengatasi hambatan
ini.

Jadi, perencanaan kebijakan pendidikan di MTs PAB 2 Sampali telah memberikan
dampak positif yang terlihat dalam peningkatan prestasi siswa, partisipasi siswa dalam kegiatan
ekstrakurikuler, dan keterlibatan orang tua. Meskipun demikian, tantangan yang dihadapi,
terutama terkait dengan keterbatasan sumber daya dan resistensi terhadap perubahan,
memerlukan strategi lebih lanjut untuk memastikan kelangsungan dan kesuksesan
implementasi kebijakan ini. Dengan terus menggali potensi dan mengatasi hambatan, MTs
PAB 2 Sampali dapat menjadi contoh yang inspiratif dalam perencanaan kebijakan pendidikan
yang berdampak positif.

Implementasi Kebijakan Pendidikan di MTs PAB 2 Sampali

Implementasi kebijakan pendidikan di MTs PAB 2 Sampali merupakan langkah krusial
dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di tingkat menengah. Penelitian ini bertujuan
untuk menyelidiki dan menganalisis proses implementasi kebijakan pendidikan yang telah
dilakukan di MTs PAB 2 Sampali, serta untuk membahas dampak dan tantangan yang muncul
selama proses implementasi.

MTs PAB 2 Sampali, sebagai lembaga pendidikan menengah, memiliki tanggung

jawab untuk memberikan pendidikan yang berkualitas dan menciptakan lingkungan
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pembelajaran yang kondusif. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, berbagai kebijakan

pendidikan telah dirancang dan diimplementasikan.Proses Implementasi Kebijakan Penddikan
di MTs PAB 2 Sampali adalah sebagai berikut:

1.

Perencanaan Implementasi

Langkah awal dalam implementasi kebijakan adalah perencanaan yang matang. Tim
implementasi di MTs PAB 2 Sampali memastikan bahwa tujuan dan sasaran kebijakan
didefinisikan secara jelas, sumber daya yang diperlukan diidentifikasi, dan rencana
tindak konkret disusun.

Komunikasi dan Sosialisasi Kebijakan

Sebelum implementasi dimulai, langkah penting lainnya adalah komunikasi dan
sosialisasi kebijakan kepada semua pemangku kepentingan. Siswa, guru, orang tua, dan
staf sekolah diajak untuk memahami tujuan kebijakan, manfaatnya, dan bagaimana hal
tersebut akan memengaruhi mereka.

Pelatihan dan Pengembangan Profesional

Dalam konteks perubahan kebijakan, pelatihan dan pengembangan profesional bagi
guru menjadi hal yang esensial. MTs PAB 2 Sampali menyelenggarakan sesi pelatihan
untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam implementasi memiliki
keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan.

Pelaksanaan Penuh Kebijakan

Setelah sukses melalui tahap uji coba, kebijakan diterapkan secara menyeluruh di
seluruh lembaga. Monitoring dan pemantauan terus dilakukan untuk memastikan
bahwa implementasi berjalan sesuai rencana dan memperbaiki masalah yang mungkin
muncul.

Evaluasi Berkelanjutan

Proses evaluasi tidak berhenti setelah pelaksanaan penuh. Evaluasi berkelanjutan
dilakukan untuk mengukur dampak kebijakan, mengidentifikasi area perbaikan, dan
menilai sejauh mana tujuan kebijakan tercapai.

Proses implementasi kebijakan di MTs PAB 2 Sampali memberikan gambaran positif

terhadap upaya peningkatan mutu pendidikan. Pelibatan semua pemangku kepentingan,

pelaksanaan tahap uji coba, dan evaluasi berkelanjutan menjadi kunci keberhasilan.

Implementasi kebijakan pendidikan di MTs PAB 2 Sampali telah memberikan dampak

positif yang terlihat dalam perubahan metode pengajaran, peningkatan partisipasi siswa,

dukungan yang lebih baik terhadap siswa, dan peningkatan keterlibatan orang tua. Meskipun

demikian, tantangan yang dihadapi, terutama terkait dengan ketidakpastian sumber daya dan
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resistensi terhadap perubahan, memerlukan upaya lanjutan dan strategi yang cermat. Dengan
menjaga komitmen terhadap implementasi kebijakan yang efektif, MTs PAB 2 Sampali dapat
terus menjadi lembaga pendidikan yang berinovasi dan berdampak positif bagi siswa dan
masyarakat sekitarnya.

Evaluasi Kebijakan Pendidikan di MTs PAB 2 Sampali

Evaluasi kebijakan pendidikan merupakan langkah penting untuk memahami sejauh
mana suatu kebijakan dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Penelitian ini bertujuan untuk
menyelidiki dan menganalisis proses evaluasi kebijakan pendidikan yang telah dilakukan di
MTs PAB 2 Sampali. Fokus utama adalah untuk mengevaluasi dampak kebijakan,
mengidentifikasi area perbaikan, dan membahas tantangan yang dihadapi selama proses
evaluasi.

MTs PAB 2 Sampali, sebagai lembaga pendidikan menengah, telah menerapkan
berbagai kebijakan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan keterlibatan pemangku
kepentingan. Evaluasi kebijakan menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa upaya
yang dilakukan mencapai hasil yang diharapkan. Proses Evaluasi Kebijakan Penddikan di MTs
PAB 2 Sampali adalah sebagai berikut

1. Penetapan Indikator Evaluasi

Langkah awal dalam evaluasi kebijakan adalah penetapan indikator yang jelas dan

terukur. MTs PAB 2 Sampali menentukan parameter evaluasi, termasuk prestasi siswa,

partisipasi dalam kegiatan ekstrakurikuler, dan keterlibatan orang tua.
2. Pengumpulan Data dan Informasi

Data yang relevan dikumpulkan melalui berbagai sumber, seperti hasil ujian siswa,

laporan kegiatan ekstrakurikuler, dan umpan balik dari guru, siswa, dan orang tua.

Informasi tersebut memberikan dasar untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan telah

memberikan dampak positif.

3. Analisis Data dan Interpretasi Hasil

Data yang terkumpul dianalisis secara menyeluruh untuk mengidentifikasi tren, pola,

dan dampak kebijakan. Interpretasi hasil dilakukan dengan membandingkan data

dengan indikator yang ditetapkan sebelumnya.
4. Konsultasi dan Partisipasi Stakeholder

Evaluasi melibatkan konsultasi dengan pemangku kepentingan, termasuk guru, siswa,

dan orang tua. Pertemuan evaluasi diadakan untuk mendengarkan pandangan dan

pengalaman mereka terkait kebijakan yang dievaluasi.
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5. Penyusunan Laporan Evaluasi

Hasil evaluasi dirangkum dalam laporan evaluasi yang mencakup temuan, rekomendasi

perbaikan, dan langkah-langkah berikutnya. Laporan ini menjadi dokumen penting

untuk memandu kebijakan selanjutnya.

Proses evaluasi kebijakan di MTs PAB 2 Sampali telah membawa dampak positif pada
berbagai aspek pendidikan. Dengan mengevaluasi prestasi siswa, partisipasi dalam kegiatan
ekstrakurikuler, dan keterlibatan orang tua, lembaga ini dapat lebih efektif memahami
keberhasilan kebijakan yang diimplementasikan.

Evaluasi kebijakan pendidikan di MTs PAB 2 Sampali membuktikan efektivitas
langkah-langkah yang telah diambil dalam meningkatkan mutu pendidikan. Dengan
melibatkan semua pemangku kepentingan, merinci indikator evaluasi yang tepat, dan berfokus
pada perbaikan berkelanjutan, lembaga ini mampu menanggapi kebutuhan pendidikan dengan
lebih baik. Meskipun dihadapi dengan beberapa tantangan, MTs PAB 2 Sampali dapat terus
memperbaiki proses evaluasi kebijakan untuk mencapai tujuan pendidikan yang lebih baik di

masa depan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menggambarkan perencanaan, implementasi, dan evaluasi kebijakan
pendidikan di MTs PAB 2 Sampali sebagai langkah integral untuk meningkatkan mutu
pendidikan di tingkat menengah.

Perencanaan kebijakan menjadi landasan penting dengan identifikasi kebutuhan dan
tantangan sebagai pijakan awal. Konsultasi aktif dengan pemangku kepentingan seperti guru,
orang tua, dan siswa membuka ruang partisipasi yang luas dalam menentukan arah kebijakan.
Penetapan tujuan dan sasaran yang jelas menjadi pedoman untuk merumuskan rencana aksi
konkret, termasuk alokasi sumber daya yang memadai.

Proses implementasi di MTs PAB 2 Sampali mencerminkan perencanaan yang matang.
Mulai dari perencanaan implementasi, komunikasi dan sosialisasi kebijakan kepada semua
pemangku kepentingan, hingga pelaksanaan penuh kebijakan, semua tahap dilakukan dengan
seksama. Evaluasi berkelanjutan melibatkan semua pemangku kepentingan, memastikan
bahwa implementasi tidak hanya berhasil secara teknis, tetapi juga memberikan dampak positif
yang signifikan.

Secara keseluruhan, perencanaan, implementasi, dan evaluasi kebijakan pendidikan di
MTs PAB 2 Sampali memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan mutu pendidikan.

Dengan komitmen terus-menerus dalam perbaikan dan inovasi, MTs PAB 2 Sampali dapat
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menjadi teladan inspiratif dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas di tingkat

menengah.

DAFTAR REFERENSI

Darma, S. H., & Wulandari, D. (2022). Implementasi Kebijakan Pendidikan Berkarakter di
Kabupaten Purwakarta. Jurnal Pendidikan Indonesia : Teori, Penelitian, Dan Inovasi,
2(1), 1-11. https://doi.org/10.59818/jpi.v2i1.125

Dewanti, E. N., Setiawan, F., Tobasa, M. R., & Ediansyah, P. (2022). Implementasi Kebijakan
Pendidikan Islam di Indonesia. Anwarul, 2(4), 316-324.
https://doi.org/10.58578/anwarul.v2i4.494

Hanafi, 1. (2003). an Analysis of the Implementation of the Educational Policy : 2(1), 58-66.

Lukitasari, S. W., Sulasmono, B. S., & Iriani, A. (2017). Evaluasi Implementasi Kebijakan
Pendidikan Inklusi. Kelola: Jurnal Manajemen Pendidikan, 4(2), 121.
https://doi.org/10.24246/j.jk.2017.v4.i2.p121-134

Murniviyanti, L., Marini, A., & Nafiah, M. (2022). Implementasi Kebijakan Pendidikan
Karakter Melalui Pembelajaran Drama di Sekolah Dasar. Wahana Didaktika: Jurnal
IImu Kependidikan, 20(2), 203-219.

Nurwan, T. W. (2019). Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif di Sekolah Dasar. JESS
(Journal of Education on Social Science), 3(2), 201. https://doi.org/10.24036/jess/vol3-
iss2/176

Rolos, M. C., Posumah, J. H., & Londa, V. Y. (2022). Implementasi Kebijakan Pemerintah
Daerah Dalam Pelaksanaan Pendidikan Gratis Siswa Sekolah Dasar di Kabupaten
Minahasa Tenggara. Jurnal Administrasi Publik (JAP), VIII(113), 1-11.
https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/download/38156/34866

Solichin, M. (2015). Imlementasi Kebijakan Pendidikan dan Peran Birokrasi. Jurnal Studi
Islam, 6(2), 148-178.

Sulistyadi, H. K. (2014). Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Layanan Pendidikan
Inklusif di Kabupaten Sidoarjo. Kebijakan Dan Manajemen Publik, 2(1), 1-10.
www.kominfo.jatimprov.go.id

97 | Jurnal Bintang Pendidikan Indonesia (JUBPI) - Vol.2, No.1 Februari 2024



